SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun
2025);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto dalam
satu tahun anggaran.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024,
dengan pokok-pokok terdiri dari:
a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp353.388.335.105,35
2. Pendapatan Transfer Rp1.754.027.191.497,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp810.506.807,00
Jumlah Pendapatan Rp2.108.226.033.409,35
Catatan :
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 t 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik . _—
dan/atau Iu(;si/ ce?aii}'alneru/:)lcszltan 2/):73/ bukti I711k111:7.\'angsah], "1 v e 7 Ezlﬁt'i f?l?a&jsﬁr

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah = :
diterbitkan olch Balai Besar Sertifikasi Elcktronik (BStE), Badan Siber dan Sandi Negara. b Elektronik



b. Belanja

1. Belanja Operasi Rp1.637.045.212.580,15
2. Belanja Modal Rp104.346.734.234,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp355.255.690,00
4. Belanja Transfer Rp422.520.185.800,00
Jumlah Belanja Rp2.164.267.388.304,15
Surplus/ (Defisit) (Rp56.041.354.894,80)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp112.783.597.396,85
2. Pengeluaran Rp1.036.945.391,00
Pembiayaan netto Rp111.746.652.005,85
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp55.705.297.111,05

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran [.1 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat | : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik .
; M b T " Balai Besar
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. e >
Sertifikasi
\

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah ;
diterbitkan olch Balai Besar Sertifikasi Elcktronik (BStE), Badan Siber dan Sandi Negara. Elektronik



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI PURBALINGGA,
Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukumyang sah.” S ifikasi
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah Ele':' 1 a'T('
ektroni

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat | : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik /) Balai Besar
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. %
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